KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   151 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN 

DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 44 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Nrgara RI tanggal 14 agustus 1950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  44 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 31 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten Bantul;

5. Kepala Dinas  adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan  Kabupaten Bantul;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD BIPP Kabupaten Bantul;

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bantul;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul 

9. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan yang meliputi Bagian, sub Bagian,Sub Dinas, Seksi, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan umum keuangan , rumah tangga dan perlengkapan.

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan Organisasi dan tata laksana;

b. Pelaksanan pengelolaan administrasi kepegawaian;.

c. Pelaksanaan Pengelolaaan administrasi keuangan;

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;

Pasal 4
Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian;

b. Sub Bagian Umum 

c.   Sub Bagian Keuangan;

Pasal 5

(1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai ;

b. Menyusun rencana mutasi kepegawaian;

c. Menyusun administrasi kepegawaian;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata usaha;

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;

b. Mengurus surat menyurat dan kearsipan;

c. Mengurus kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan;

d. Menyelenggarakan perpustakaan;

e. Menyusun perjalanan dinas;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata usaha; 

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan dan perhitungan anggaran;

b. Melaksanakan pembukuan Keuangan;

c. Mengurus perbendaharaan;

d. Membuata laporan pertanggungjawaban keuangan;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata usaha;

Bagian Kedua

Sub Dinas Bina Program

Pasal 6

Sub Dinas Bina Program mempunyai  tugas melaksanakan pengumpulan, penyuluhan, perumesan, penyajiaan dan laporan data statistik, Pertanian dan Kehutanan, peramalan dan perhitungan produksi, pengambilan ubinan, perencanaan pembangunan pertanian, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan pertanian dan kehutanan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaqan teknis pembinaan program pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

b. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyajian data di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

c. Penyusunan rencana dan program di bidang pertanian tanaman pangan, perkebuanan dan kehutanan;

d. Pengidentifikasian masalah dan usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebuanan dan kehutanan;

e. Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan teknis pertanian tanaman pangan, perkebuanan dan kehutanan;

f. Pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebuanan dan kehutanan;

Pasal 8

Sub Dinas Bina Program  terdiri dari :

a. Seksi Perumusan Rencana dan Program;

b. Seksi Data dan Statistik;

c. Seksi Evaluasi dan laporan;

d. Seksi Inventarisasi dan pemetaan;

Pasal  9

(1) Seksi Perumusan Rencana dan Program mempunyai tugas : 

a. Mempersiapkan bahan untuk perumusan rencana dan program kegiatan dan anggaran di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program sesuai bidang tugasnya;

(2) Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan statistik di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

b. Melaksanakan pembinaan dan perhitungan hasil produsi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

c. Melaksanakan peramalan hasil produksi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program sesuai bidang tugasnya;

(3) Seksi Evaluasi dan laporan mempunyai tugas :

a. Mengevaluasi pelaksanaan program hasil kegiatan dan anggaran di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

b. Mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

c. Menyusun laporan hasil kegiatan dinas;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program sesuai bidang tugasnya;

(4) Seksi Inventarisasi dan pemetaan mempunyai tugas :

a.  Menyusun rencana pemetaan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

b. menyusun rencana tata ruang daerah tangkapan air pada daerah Aliran Sungai;

c. merencanakan pengawasan perwilayahan dan design di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

d. merencanakan pengendalian lahan dan industri primer di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

e. merencanakan orientasi, inventarisasi dan pengolahan data-data kehutanan;

f. merencanakan penataan, memetapkan dan menyelenggarakan penataan tata batas hutan;

g. Merencanakan penentuan dan pengukuhan hutan;

h.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program sesuai bidang tugasnya;

Bagian Ketiga

Sub Dinas Produksi

Pasal 10

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan penggunaan pupuk dan Benih Sebar, pengujian sarana dan prasarana produksi, teknologi pertanian serta peningkatan hasil produksi padi, palawija, holtikultura, tanaman perkebunan dan kehutanan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Sub Dinas Produksi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;

b. Penyiapan penyaluran benih sebar pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

c. Penyiapan bahan petunjuk pengujian dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

d. Penyiapan dan pembinaan alat dan mesin pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

e. Penyiapan pemantauan penggunaan bahan dan keamanan produk pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

f. Penyiapan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pangan dan gizi hasil pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

g. Penyiapan gerakan penganekaragaman produk bahan olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya local.

Pasal 12

Sub Dinas Produksi terdiri dari :

a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;

b. Seksi Padi dan Palawija;

c. Seksi Holtikultura;

d. Seksi Tanaman Perkebunan.

Pasal 13

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan penggunan , penyaluran dan mengadakan perbanyakan benih pokok dan benih sebar meliputi benih pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

b. Mengadakan pembinaan dan pengelolaan unit Pembenihan Balai Benih, kebun Bibit Dana Balai Benih baru;’

c.  Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan pohon induk pada pertanian;

d. memberdayakan dan mengembangkan penangkar benih;

e. membina penyaluran benih sebar yang dilakukan oleh swasta;

f. menyebarkan protipe alat dan mesih pertanian yang telah direkomendasikan kepada masyarakat.

g. Melakukan penyuluhan terhadap bengkel alat dan mesin pertanian;

h. Melakukan bimbingan dan pengawasan mutu penggunaan alat dan mesin pertanian oleh petani;

i. Melakukan bimbingan dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk;

j. Melakukan pengujian mutu pupuk, penetapan ijin pengolahan pupuk dan pengujian lapangan secara local terhadap pupuk yang baru;

k. Melakukan pengawasan dan pengadaaan mutu benih;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi.

(2) Seksi Padi dan Palawija mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan rencana penyelenggaran pengujian untuk intensifikasi padi dan palawija;

b. Melaksanakan demonstrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran padi dan palawija di tingkat usaha tani;

c. Memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran padi dan palawija oleh petani;

d. Memantau pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa genetic padi dan palawija;

e. Melaksanakan pengamatan, pencatatan dan perencanaan usaha peningkatan produksi padi dan palawija;

f. Mengadakan pembinaan dan gerakan penganekarangaman produk lahan olahan padi dan palawija dengan budaya local;

g. Memantau, membina dan mengawasi keadaan mutu dan keamanan pangan produk-produk padi dan palawija;

h. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pengembangan produksi palawija penghasil karbohidrat.

(3)   Seksi Holtikultura mempunyai tugas :

a. mempersiapkan rencana penyelenggaraan pengujian untuk intensifikasi holtikultura;

b. Melaksanakan demonstrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran holtikultura;

c. Memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran holtikultura oleh petani;

d. Memantau pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa genetic holtikultura;

e. Melaksanakan pengamatan, pencatatan dan perencanaan usaha peningkatan produksi holtikultura;

f. Mengadakan pembinaan dan gerakan penganekarangaman produk lahan olahan holtikultura dengan budaya local;

g. Memantau, membina dan mengawasi keadaan mutu dan keamanan pangan produk-produk holtikultura;

h. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pengembangan produksi holtikultura penghasil karbohidrat.

i. Melaksanakan pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman holtikultura.

j. Melaksanakan pembinaan persiapan produksi aneka tanaman semusim dan tanaman tahunan;

k. Melaksanakan budidaya aneka tanaman obat-obatan dan tanaman semusim;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi.

(4) Seksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan produksi perkebunan;

b. Melaksanakan bimbingan teknis produksi perkebunan;

c. Membina pengembangan perluasan terhadap pemanfaatan lahan dan pelaksanaan produksi perkebunan;

d. Melaksanakan demonstrasi dan melakukan kaji terap tehnologi anjuran tanaman perkebunan oleh petani;

e. Melakukan bimbingan dan pengawasan teknologi anjuran tanaman perkebunan oleh petani;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi.;

Bagian Keempat

Sub Dinas Bimbingan Usaha

Pasal 14

Sub Dinas Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan usaha, panen, pasca panen dan pengolahan hasil,pembinaan menejemen usaha, mutu hasil produksi, ketenagakerjaan dan modal serta perijinan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 15
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Sub Dinas Bimbingan Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelayanan dan perijinan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

b. Pembinaan menejemen usaha tani pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

c. Penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar;

d. Pembinaan pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

e. Pembinaan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

f. Pembinaan tenaga kerja di bidang pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

g. Pelaksanaan bimbingan pengadaan, pengolahan dan distribusi pangan dan bahan pangan;

h.  Pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis pengadaan, pengolahan dan distribusi pangan, serta bahan pangan dari pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

i. Perumusan analisis kebutuhan kredit modal usaha di bidang pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

Pasal 16

Sub Bimbingan Usaha terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan usaha dan Perijinan;

b. Seksi Pemasaran;

c. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil;

d. Seksi Kemitraan dan Permodalan;

Pasal 17

(1) Seksi Pelayanan usaha dan Perijinan mempunyai tugas :

a. Merumuskan ,menyiapkan ,menyediakan informasi di bidang perijinan pengusahaan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

b. Merumuskan persyaratan dan prosedur pemberian perijinan di bidang pengusahaan pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

c. Menyelenggarakan dokumentasi dan infentarisasi perijinan di bidang pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

d. Mempersiapkan pedoman perijinan untuk perusahaan di bidang pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

e. Mengolah permohonan ijin perusahaan di bidang pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

f. Memberikan ijin dan pengawasan perusahaan di bidang pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

g. Mengevaluasi pelaksanaan ijin perusahaan di bidang pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bimbingan Usaha sesuai bidang tugasnya;

(2) Seksi Pemasaran mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan dan menyajikan informasi pasar serta harga hasil pertanian  tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

b. Menyampaikan data pasar komoditas pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

c. Melakukan bimbingan dan mengawasi harga dasar serta pengadaan pangan;

d. Mengadakan bimbingn promosi produksi pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

e. Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan sarana pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

f. Melaksanakan analisa dan usaha tani;

g. Melakukan bimbingan anlisa usaha tani yang menguntungkan;

h. Melayani data dan informasi usaha tani di bidang pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan;

i. Melakukan pengawsan teknis terhadap pelaksanaan perundng-undangan di bidang pertanian;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi.;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bimbingan Usaha sesuai bidang tugasnya;

(3) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil mempunyai tugas :

a. Menghitung perkiraan kehilangan hasil budidaya pertanian tanaman pangan  perkebunan dan kehutanan;

b. Melakuka bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan,alat transportasi unit penyimpanan dan hasil budidaya pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

c. Menyebarluaskan dan melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen dan pengolahan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

d. Memantau, membina dan mengawasi pelaksanaan keadaan mutu dan keamanan pangan produk-produk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

e. Melaksanakan bimbingan pengadaan, pengolahan dan distribusi pangan dan bahan pangan;

f. Melakasanakan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bimbingan Usaha sesuai bidang tugasnya;

(4) Seksi Kemitraan dan Permodalan mempunyai tugas :

a. Melakukan inventarisasi dan analisis kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

b. Meningkatkan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

c. Melakukan bimbingan pemanfaatan tenaga kerja di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

d. Melakukan bimbingan penyelenggaran kesejahteraan tenaga kerja dan upah minimum bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola oleh petani;

f. Merumuskan dan menyusun program analisis kebutuhan kredit dan modal;

g. Merumuskan dan menyusun serta menyiapkan analisis kebutuhan sarana produksi;

h. Memberikan rekomendasi teknis untuk mendapatkan kredit modal usaha;

i. Melaksanakan usaha untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bimbingan Usaha sesuai bidang tugasnya;

Bagian Kelima

Sub Dinas Rehabilitasi, Pengembangan Lahan

Dan Perlindungan

Pasal 18

Sub Dinas Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan perlindungan mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan Pengembangan lahan, pengawasan peredaran dan penggunaan peptisida, pengamatan danpengendalian organisme pengganggu tanaman serta pengendalian sumber daya lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan.

.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Sub Dinas Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan dan pembinaan pendayagunaan sumber daya lahan dan air;

b. Penyiapan bahan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan peptisida;

c. Penyiapan bahan bimbingan perlindungan tanaman pangan, perkebunan danh kehutanan;

d. Penyiapan penetapan pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang dan tata guna lahan;

e. Penyiapan bahan bimbingan pengamatan, pemetaan, pengendalian eraditasi analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman dan bimbingan kepada masyarakat tani;

f. Pengelolaan Balai Karantina Tumbuhan;

g. Pembinaan dan bimbingan pengendalian sumberdaya lahan.

Pasal 20

Sub dinas Rehabilitasi, Pengembangan lahan dan Perlindungan terdiri dari :

a. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;

b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pestisida;

c. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;

d. Seksi Pengendalian Sumberdaya Lahan.

Pasal 21

(1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas :

a. Melakukan identifikasi areal potensi untuk mengembangkan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

b. Menetapkan sasaran areal dan lokasi prioritas pengembangan lahan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya lahan;

c. Menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumberdaya lahan;

d. Melakukan bimbingan pengembangan dan rehabilitasi lahan kepada petani;

e. Melakukan bimbingan teknis pemanfaatan air, pengairan untuk budidaya tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

f. Membuat dan memelihara jaringan pengairan tingkat usaha tani dan kwarter;

g. Menentukan jadwal tanam;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan sesuai bidang tugasnya;

(2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pestisida mempunyai tugas :

a. Melakukan bimbingan teknis peredaran, penggunaan, pengawasan dan pemusnahan pestisida kepada kios, pengecer, petani dan masyarakat lainnya;

b. Memantau dan melakukan penanggulangan dampak penggunaan dan pemusnahan pestisida di tingkat kios, pengecer dan petani;

c. Melaksanakan pengujianlapangan secara local terhadap produk pestisida dan herbisida yang baru;

d. Sertifikasi dan pemberian ijin penggunaan pestisida terbatas;

e. Memberikan rekomendasi pembuatan dan peredaran penyimpanan dan pemusnahan pestisida;

f. Melaksanakan pengujian mutu pestisida dan herbisida;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan sesuai bidang tugasnya;

(3) Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembuatan petak penyebaran organisme pengganggu tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

b. Melaksanakan pengamatan dan identifikasi organisme pengganggu tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

c. Melakukan bimbingan pengamatan organisme pengganggu tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan kepada petani dan masyarakat;

d.  Melakukan bimbingan, penanggulangan dan eradikasi organisme pengganggu tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan kepada petani dan masyarakat;

e. menetapkan larangan keluar masuk media pembawa organisme pengganggu tanaman ke atau dari daerah lain atau antar wilayah didalam daerah;

f. melakukan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan tanaman kepada petani;

g. menyebarkan dan melakukan bimbingan pemanfaatan agensi hayati kepada petani;

h. menyebarkan dan melakukan analisis kerugian akibat serangan organisme pengganggu tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

i. melaporkan perkembangan organisme pengganggu tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan secara periodic dan terjadinya eksplosif;

j. melaksanakan pengelolaan laboratorium hama dan penyakit tanaman;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan sesuai bidang tugasnya;

(4) Seksi Pengendalian Sumberdaya Lahan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan usaha pelestarian sumberdaya lahan;

b. Memanfatkan dan melindungi sumber-sumber daya alam;

c. Melaksanakan pembinaan penggunaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Menyusun pedoman penggunan sumberdaya lahan yang efisien;

e. Melaksanakan pembinaan dan penentuan rekomendasi ijin penggunaan sumberdaya lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan da kehutanan;

f.  Melaksanakan pemantauan atas penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan penggalian tamban golongan C dilahan budidaya pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bimbingan Usaha sesuai bidang tugasnya;

Bagian Keenam

Sub Dinas Kehutanan

Pasal 22


Sub Dinas Kehutanan mempunyai tugas melakukan pembinaan hutandan konservasi tanah, peningkatan produksi dan pengembangan hasil hutan, pemberian tata usha hasil hutan serta pengamanan hutan dan pengawasan peredar4an hasil hutan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Sub Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

a. Pembinaan, pengukuhan dan penataan hutan;

b. Pembinaan pemantauan, penyelenggaraan tata usaha hasilhutan;

c. Pengelolaan, pelaksanaan dan pengembangan hasil hutan berupa kayu dan non kayu;

d. Penyusunan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengelolaan konservasi hutan, tanah dan air;

e. Pengembangan penelitian terapan bidang kehutanan. 

Pasal 24

Sub Dinas Kehutanan terdiri dari :

a. seksi Pembinaan Hutan dan Konservasi Tanah;

b. Seksi Produksi dan Pengembangan Hasil Hutan;

c. Seksi Tata Usaha Hasil Hutan;

d. Seksi Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 25

(1) seksi Pembinaan Hutan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas :

a. menyusun, melaksanakan pengamanan dan perlindungan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan lindung;

b. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan rehabilitasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan lindung, kawasan hutan produksi, areal yang belum dibebani hak;

c. melaksanakan pengawasan pemanfaatan flora dan fauna yang dilindungi;

d. melaksanakan penghijauan dan konservasi tanah dan air;

e. melaksanakan pengawasan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang kehutanan;

f. melaksanakan penyusunan tata ruang daerah tangkapan air pada Daerah Aliran Sungai (DAS);

g. melaksanakan pengelolaan hutan kota, pesisir pantai, reklamasi areal bekas pertambangan;

h. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan diluar kawasan hutan;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kehutanan.

(2) Seksi Produksi dan Pengembangan Hasil Hutan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan hutan rakyat dan atau hutan milik;

b. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan persuteran alam, perlebahan, wallet, penyu dan tanaman hutan raya dan atau hutan wisata;

c. Melaksanakan pemanfaatan lahan dibawah tegakan kawasan hutan dan hutan rakyat dan atau hutan milik dengan tanaman pangan dan obat-obatan;

d. Melaksanakan pemungutan iuran usaha pariwisata alam pada kawasan taman hutan raya dan hutan wisata;

e. Melaksanakan pengawasan penentuan kawasan hutan produksi, konservasi hutan lindung dan lain-lain dalam rangka penyusunan tata ruang;

f. Melaksanakan orientasi dan inventarisasi hutan;

g. Melaksanakanpenentuan dan pengukuhan hutan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kehutanan sesuai bidang tugasnya;

(3) Seksi Tata Usaha Hasil Hutan mempunyai tugas :

a. Memberikan ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan produksi;

b. Melaksanakan penataan dan tata batas hutan;

c. Melaksanakan pemungutan provisi sumber daya alam;

d. Menetapkan tariff pungutan hasil hutan kayu dan non kayu;

e. Melaksanakan tata usaha hasil hutan;

f. Melaksanakan pungutan hasil hutan kayu dan non kayu;

g. Melaksankan pemberian hak pungutan hasil hutan;

h. Memberikan ijin pemanfaatan kayu tanah milik dan kayu pada kawasan hutan produksi;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kehutanan sesuai bidang tugasnya;

(4) Seksi Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas:

a. Melakukan pengawasan tata cara perubahan fungsi, perubahan status hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam;

b. Melakukan pengawasan pemberian ijin pengelolaan kawasan hutan;

c. Melaksanakan pemungutan iuran ijin pemanfaatan hutan;

d. Melakukan pengawasan peredaran hasil hutan;

e. Melaksanakan pembinaan dan pengaturan penggunaan gergaji mesin;

f. Melaksanakan pengamana dan perlindungan kawasan hutan;

g. Melakukan pengawasan prinsip-prinsip pengelolaan hutan dan pengembangan hutan serta pengelolaan hutan lindung;

h. Melaksanakan pengelolaan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kehutanan sesuai bidang tugasnya

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pasal 26

UPTD BIPP sebagai unsure pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Dan Kehutanan  mempunyai tugas dan fungsi yang akan diatur tersendiri oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus membantu kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan  keahliannya;
(2) Kelompok jabatan funsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Pembinaan terhabap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 28

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.
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